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ABSTRACT 

The adoption of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia’s tax administration, through systems like Coretax and 
predictive e-Filing, presents both opportunities and risks for voluntary tax compliance. Despite global trends, 
Indonesia’s tax-to-GDP ratio remains at 10.4% in 2023, far below the OECD average, indicating persistent structural 
challenges. This study addresses a critical research gap: the lack of empirical evidence on how AI affects voluntary 
compliance in developing countries, particularly through psychological dimensions such as trust and perceived fairness. 
Using a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, this research synthesizes global and 
Indonesian literature to analyze AI’s impact on taxpayer behavior. The novelty lies in proposing the Trust-Calibrated 
AI Tax Compliance Framework, an integrative model combining Technology Acceptance Model (TAM) and procedural 
justice theory with contextual variables—digital literacy and power distance. This framework introduces explainability 
as a prerequisite for procedural fairness in human-machine interactions and tests cultural moderation effects. Key 
findings indicate that while AI enhances administrative efficiency, it risks eroding trust if transparency and algorithmic 
fairness are not prioritized. The study contributes theoretically by adapting procedural justice to algorithmic contexts 
and practically by offering risk mitigation strategies for the Directorate General of Taxes (DJP), emphasizing the need 
for culturally sensitive AI design to sustain voluntary compliance. 

Keywords: artificial intelligence; tax administration; voluntary compliance; procedural justice; digital literacy 

ABSTRAK 

Adopsi kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi perpajakan Indonesia, melalui sistem Coretax dan e-Filing prediktif, 
menghadirkan peluang dan risiko terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Meskipun tren global mendukung 
digitalisasi, rasio pajak Indonesia pada 2023 hanya mencapai 10,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata OECD, 
mengindikasikan tantangan struktural yang belum teratasi. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur: minimnya 
bukti empiris tentang dampak AI terhadap kepatuhan sukarela di negara berkembang, khususnya pada dimensi 
psikologis seperti kepercayaan dan persepsi keadilan. Menggunakan Systematic Literature Review (SLR) berpedoman 
protokol PRISMA, studi ini mensintesis literatur global dan Indonesia untuk menganalisis dampak AI terhadap 
perilaku wajib pajak. Kebaruan terletak pada pengembangan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework, model 
integratif yang memadukan Technology Acceptance Model (TAM) dan teori keadilan prosedural dengan variabel 
kontekstual—literasi digital dan power distance. Kerangka ini memperkenalkan explainability sebagai prasyarat 
keadilan prosedural dalam interaksi manusia-mesin serta menguji efek moderasi budaya. Temuan utama menunjukkan 
bahwa meskipun AI meningkatkan efisiensi administratif, risiko penggerusan kepercayaan muncul jika transparansi 
dan keadilan algoritmik tidak diutamakan. Kontribusi teoretis terletak pada adaptasi keadilan prosedural ke konteks 
algoritmik, sementara kontribusi praktis berupa strategi mitigasi risiko bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 
menekankan perlunya desain AI yang sensitif budaya untuk mempertahankan kepatuhan sukarela. 

Kata kunci: kecerdasan buatan; administrasi perpajakan; kepatuhan sukarela; keadilan prosedural; literasi digital 
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PENDAHULUAN 

1.1 Masalah Penelitian 

Transformasi digital administrasi perpajakan telah menjadi agenda global sejak dekade 
terakhir, dan Indonesia tidak terkecuali. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi 
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui sistem Coretax dan e-Filing berbasis 
prediktif sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Langkah ini sejalan dengan tren 
internasional di mana otoritas pajak di berbagai negara mulai memanfaatkan AI untuk 
meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, mendeteksi ketidakpatuhan, dan 
mempersonalisasi layanan kepada wajib pajak (OECD, 2022). 

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi 
digitalisasi dan capaian kepatuhan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya 
10,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara OECD yang 
mencapai 34% (Kementerian Keuangan, 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa 
kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance) masih menjadi tantangan struktural. 
Pertanyaan sentral yang muncul adalah: apakah adopsi AI dalam administrasi perpajakan 
justru meningkatkan kepatuhan sukarela atau malah menggerus kepercayaan wajib pajak 
terhadap otoritas fiskal? 

Beberapa studi awal menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan 
berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Aditya et al., 2024; Rosmiati Milania 
Lestari & Maharani Rahma, 2025). Namun, temuan ini masih bersifat umum dan belum 
secara spesifik menguji dampak AI terhadap dimensi psikologis kepatuhan, seperti 
kepercayaan dan persepsi keadilan. Di sisi lain, penelitian di negara maju justru 
menunjukkan hasil yang kontradiktif. Alstadsæter et al. (2019) menemukan bahwa AI 
meningkatkan kepatuhan di Denmark, sementara Braithwaite (2020) melaporkan bahwa 
sistem otomatis di Australia justru menurunkan kepercayaan pada otoritas pajak. 

1.2 Urgensi Penelitian 

Urgensi penelitian ini bertumpu pada tiga argumen utama. Pertama, dominasi riset 
tentang AI dalam administrasi pajak masih berpusat di negara maju dengan karakteristik 
institusional dan kultural yang berbeda secara fundamental dengan Indonesia (Alm, 2019; 
OECD, 2022). Konteks Indonesia memiliki keunikan berupa budaya power distance yang 
tinggi, di mana masyarakat cenderung menerima hierarki kekuasaan dan keputusan 
otoritas tanpa banyak pertanyaan (Hofstede, 2001). Namun, ironisnya, resistensi terhadap 
sistem otomatis justru pernah terjadi, seperti penolakan terhadap sistem e-Tax Invoice 
pada tahun 2020 yang dipicu oleh kekhawatiran akan pengawasan berlebihan. 
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Kedua, literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah menjadi faktor pembeda 
yang krusial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan 
bahwa indeks literasi digital Indonesia berada pada level sedang, dengan kesenjangan 
signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks perpajakan, rendahnya 
literasi digital dapat memperkuat persepsi negatif terhadap AI, terutama jika sistem 
dianggap sebagai alat kontrol yang tidak transparan (Maulida & Chairina, 2026). 

Ketiga, kebijakan adopsi AI dalam administrasi pajak di Indonesia belum didasarkan pada 
kajian empiris yang memadai tentang dampaknya terhadap kepatuhan sukarela. Beberapa 
penelitian di Indonesia masih berfokus pada variabel konvensional seperti pengetahuan 
pajak, sanksi, dan kesadaran wajib pajak (Aini et al., 2023; Elsani & Tanno, 2023; Merry & 
Lina Fuadah, 2024), tanpa menyentuh dimensi teknologi dan kepercayaan algoritmik. 
Ketiadaan kajian ini berpotensi membuat kebijakan AI menjadi kontraproduktif, di mana 
efisiensi administratif justru mengorbankan legitimasi dan kepercayaan publik. 

1.3 Research Gap 

Berdasarkan tinjauan awal terhadap literatur, setidaknya terdapat tiga kesenjangan 
penelitian yang signifikan. Gap pertama adalah minimnya studi tentang persepsi keadilan 
prosedural dalam konteks AI pajak di negara berkembang. Teori keadilan prosedural 
(Lind & Tyler, 1988) menekankan pentingnya transparansi, konsistensi, dan kesempatan 
untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sebagian 
besar aplikasi teori ini masih terbatas pada interaksi manusia-manusia, belum diadaptasi 
untuk interaksi manusia-mesin dalam konteks fiskal. 

Gap kedua adalah belum adanya model integratif yang menghubungkan kepercayaan 
pada teknologi (trust in technology) dan kepercayaan pada otoritas (trust in authority) 
dalam konteks kepatuhan pajak. Technology Acceptance Model (TAM) yang 
dikembangkan Davis (1989) memang telah banyak digunakan untuk menjelaskan adopsi 
teknologi, tetapi model ini cenderung individualistis dan mengabaikan faktor institusional 
serta budaya (Legris et al., 2003). Di sisi lain, procedural justice theory belum 
mempertimbangkan bagaimana karakteristik teknis AI, seperti explainability dan fairness 
algoritmik, memengaruhi persepsi keadilan. 

Gap ketiga berkaitan dengan literatur tentang bias algoritmik dalam penentuan risiko 
pajak yang masih terbatas pada konteks Eropa dan Amerika Utara. Studi tentang 
algorithmic bias dalam administrasi pajak (Kleinberg et al., 2018; Veale & Brass, 2019) 
belum banyak menyentuh bagaimana bias tersebut berinteraksi dengan struktur sosial 
dan budaya di negara berkembang. Di Indonesia, misalnya, kesenjangan digital antara 
kelompok masyarakat dapat memperkuat bias algoritmik jika sistem AI dilatih dengan 
data yang tidak representatif. 
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1.4 Novelty 

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Trust-Calibrated AI Tax Compliance 
Framework, sebuah model integratif yang memadukan Technology Acceptance Model 
(TAM) dan procedural justice theory dengan variabel kontekstual berupa digital literacy 
dan power distance. Model ini tidak sekadar menggabungkan dua kerangka teoretis yang 
sudah ada, melainkan menawarkan proposisi baru yang dapat diuji secara empiris: 
semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dengan efek yang 
dimoderasi oleh power distance dan digital literacy. 

Kebaruan model ini terletak pada tiga aspek. Pertama, model ini mengadaptasi procedural 
justice theory ke dalam konteks interaksi manusia-mesin dengan menambahkan dimensi 
explainability AI sebagai prasyarat keadilan prosedural. Kedua, model ini 
mengintegrasikan variabel budaya (power distance) sebagai moderator yang belum 
pernah diuji dalam konteks AI pajak. Ketiga, model ini dirancang khusus untuk konteks 
negara berkembang dengan karakteristik literasi digital yang beragam, sehingga relevan 
untuk diuji di Indonesia dan negara serupa. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi peluang dan risiko penerapan AI 
dalam administrasi perpajakan berdasarkan sintesis literatur global dan Indonesia; (2) 
menganalisis dampak AI terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya dalam 
konteks negara berkembang; dan (3) merumuskan kerangka kerja untuk mitigasi risiko 
yang dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di DJP. Dengan menggunakan 
metode Systematic Literature Review (SLR) berpedoman protokol PRISMA, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan 
administrasi perpajakan berbasis AI yang adil, transparan, dan mampu meningkatkan 
kepatuhan sukarela. 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Theoretical Framework 

Kajian tentang adopsi kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan memerlukan 
landasan teoretis yang mampu menjembatani aspek teknologi, perilaku, dan 
kelembagaan. Tiga kerangka teoretis utama menjadi pijakan dalam studi ini. 

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan Davis (1989) menempatkan 
perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai determinan utama penerimaan 
teknologi. Dalam konteks perpajakan, TAM telah digunakan untuk menjelaskan adopsi e-
Filing dan sistem pelaporan elektronik di berbagai negara (Maulida & Chairina, 2026; 
Ryanica Nabila & Fitri Rahajeng, 2023). Namun, TAM memiliki kelemahan mendasar: ia 
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mengasumsikan individu sebagai pengambil keputusan rasional yang terisolasi dari 
konteks institusional. Asumsi ini problematik ketika diterapkan pada sistem perpajakan 
yang sarat dengan relasi kuasa antara negara dan warga negara. 

Procedural Justice Theory yang dirumuskan Lind dan Tyler (1988) menawarkan perspektif 
komplementer. Teori ini berargumen bahwa kepatuhan terhadap otoritas tidak semata-
mata ditentukan oleh hasil (distributive justice), melainkan oleh persepsi terhadap 
keadilan proses pengambilan keputusan. Empat elemen kunci—voice, neutrality, respect, 
dan trustworthiness—menjadi indikator keadilan prosedural. Dalam konteks perpajakan, 
studi Primasari dan Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan 
prosedural berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela di Indonesia. Namun, teori ini 
dikembangkan dalam konteks interaksi manusia-manusia, belum diadaptasi untuk 
interaksi manusia-mesin yang menjadi ciri khas administrasi pajak berbasis AI. 

Algorithmic Trust Theory yang dikemukakan Lee dan See (2004) memberikan kerangka 
untuk memahami bagaimana manusia membangun kepercayaan pada sistem otonom. 
Kepercayaan pada algoritma dipengaruhi oleh tiga dimensi: performance, process, dan 
purpose. Meskipun relevan, teori ini belum mempertimbangkan variabel kontekstual 
seperti power distance yang tinggi di Indonesia, di mana kepatuhan terhadap otoritas 
seringkali bersifat hierarkis dan tidak kritis (Setyawan et al., 2025). 

2.2 Kritik Teori 

Ketiga kerangka teoretis di atas memiliki keterbatasan signifikan ketika diterapkan dalam 
konteks negara berkembang seperti Indonesia. 

Pertama, TAM terlalu individualistis dan mengabaikan faktor institusional. Dalam 
konteks perpajakan Indonesia, keputusan untuk mematuhi pajak tidak semata-mata 
ditentukan oleh persepsi kegunaan teknologi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap 
otoritas pajak dan negara secara keseluruhan. Studi Aditya et al. (2024) menemukan 
bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan di Pangkalpinang tidak secara 
otomatis meningkatkan kepatuhan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas 
pelayanan fiskus. Temuan ini mengindikasikan bahwa TAM perlu diperluas dengan 
memasukkan variabel trust in authority. 

Kedua, procedural justice theory dikembangkan dalam konteks interaksi tatap muka 
antara warga negara dan pejabat publik. Ketika interaksi tersebut dimediasi oleh 
algoritma, konsep voice dan neutrality menjadi kabur. Bagaimana wajib pajak dapat 
menyuarakan keberatan ketika keputusan administratif dibuat oleh black-box model? 
Studi Elsani dan Tanno (2023) menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi 
pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan, mengindikasikan bahwa faktor 
psikologis individual tetap relevan meskipun sistem telah terdigitalisasi. 
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Ketiga, algorithmic trust theory belum mempertimbangkan aspek power distance yang 
tinggi di Indonesia. Dalam budaya dengan power distance tinggi, warga negara 
cenderung menerima keputusan otoritas tanpa banyak pertanyaan, termasuk keputusan 
yang dihasilkan oleh sistem AI. Namun, penerimaan pasif ini tidak identik dengan 
kepercayaan. Studi Ardin et al. (2022) tentang Program Pengungkapan Sukarela 
menunjukkan bahwa kepatuhan dapat bersifat instrumental—didasarkan pada kalkulasi 
risiko dan sanksi—bukan normatif. 

2.3 Perdebatan Akademik 

Literatur tentang AI dalam administrasi pajak memperlihatkan dua perdebatan utama 
yang belum terselesaikan. 

Debat pertama: AI sebagai enabler versus disabler kepatuhan sukarela. Pihak yang 
optimis berargumen bahwa AI mengurangi compliance cost melalui otomatisasi, 
personalisasi layanan, dan deteksi fraud yang lebih akurat. Studi di Denmark oleh 
Alstadsæter et al. (2019) menunjukkan bahwa sistem deteksi berbasis AI meningkatkan 
efektivitas audit dan mendorong kepatuhan. Di Indonesia, Arum et al. (2025) menemukan 
bahwa implementasi Coretax System berpotensi meningkatkan kepatuhan PPN melalui 
simplifikasi proses. Namun, pihak skeptis memperingatkan bahwa AI dapat 
meningkatkan psychological reactance—reaksi psikologis negatif ketika individu merasa 
kebebasannya terancam. Gangl et al. (2020) menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang 
terlalu intrusif justru memicu resistensi. Studi Farmin dan Ekawanti (2026) di Kebayoran 
Lama menemukan bahwa modernisasi administrasi pajak tidak selalu berdampak positif 
pada kepatuhan UMKM jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. 

Debat kedua: transparansi algoritma versus efisiensi. Explainable AI (XAI) menuntut agar 
keputusan algoritmik dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, namun seringkali 
mengorbankan akurasi dan efisiensi. Sebaliknya, black-box models menawarkan akurasi 
tinggi tetapi tidak transparan. Dalam konteks perpajakan, ketidakmampuan menjelaskan 
mengapa seorang wajib pajak masuk dalam kategori risiko tinggi dapat menggerus 
kepercayaan. Studi Paor dan Hartono (2025) tentang dokumentasi transfer pricing 
menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela, 
meskipun membutuhkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi. 

2.4 Research Tension 

Dari perdebatan di atas, muncul dua ketegangan penelitian (research tension) yang 
mendasar. 

Ketegangan pertama: efisiensi administratif versus keadilan prosedural. Sistem AI 
dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi dan standardisasi. Namun, 
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standardisasi berpotensi mengabaikan konteks individual wajib pajak, yang justru 
merupakan elemen penting dalam keadilan prosedural. Studi Amalia et al. (2024) di 
Kelurahan Padurenan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi PBB tidak 
serta-merta meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak merasa tidak mendapatkan 
perlakuan yang adil. 

Ketegangan kedua: personalisasi layanan versus privasi data. AI memungkinkan 
personalisasi layanan berdasarkan profil risiko dan perilaku wajib pajak. Namun, 
personalisasi membutuhkan akses terhadap data pribadi yang sensitif. Di Indonesia, 
resistensi terhadap sistem e-Tax Invoice pada 2020 menunjukkan bahwa kekhawatiran 
privasi dapat menghambat adopsi teknologi pajak. Studi Widyastuti dan Jamba (2026) 
mengingatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan aspek privasi berpotensi 
kontraproduktif. 

2.5 Contradictory Findings 

Literatur yang ada memperlihatkan temuan yang kontradiktif, terutama ketika 
membandingkan konteks negara maju dan berkembang. 

Di negara maju, studi Alstadsæter et al. (2019) di Denmark menemukan bahwa AI 
meningkatkan kepatuhan melalui deteksi fraud yang lebih efektif. Sebaliknya, Braithwaite 
(2020) di Australia melaporkan bahwa sistem otomatis justru menurunkan kepercayaan 
pada otoritas pajak karena dianggap mengurangi interaksi manusiawi yang diperlukan 
untuk membangun hubungan kepercayaan. 

Di Indonesia, temuan masih bersifat fragmentaris dan belum konklusif. Studi Adelia 
Stevani et al. (2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, studi 
Rosmiati Milania Lestari dan Maharani Rahma (2025) di Bandung Cicadas menunjukkan 
bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan ketika variabel pemahaman peraturan 
dimasukkan sebagai kontrol. Temuan yang kontradiktif ini mengindikasikan bahwa 
hubungan antara AI dan kepatuhan bersifat kontekstual dan dimoderasi oleh berbagai 
faktor. 

2.6 Research Gap 

Dari tinjauan kritis di atas, teridentifikasi tiga celah penelitian (research gap) yang 
signifikan. 

Gap 1: Minimnya studi tentang persepsi keadilan prosedural dalam AI pajak di negara 
berkembang. Sebagian besar literatur tentang procedural justice dalam perpajakan 
berfokus pada interaksi manusia-manusia. Hanya sedikit studi yang mengkaji bagaimana 
keadilan prosedural dipersepsikan ketika keputusan administratif dibuat oleh algoritma. 
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Studi Muh. Asroruddin Al Jumhuri (2025) tentang integrasi AI dalam pendidikan 
menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem AI sangat dipengaruhi oleh 
konteks budaya, namun temuan ini belum direplikasi dalam konteks perpajakan. 

Gap 2: Belum ada model integratif yang menghubungkan trust in technology dan trust in 
authority dalam konteks fiskal. TAM dan procedural justice theory berkembang secara 
terpisah. Padahal, dalam konteks perpajakan, kepercayaan pada teknologi dan 
kepercayaan pada otoritas saling terkait. Studi Puspita Sari dan Haninun (2026) tentang 
digitalisasi pajak menunjukkan bahwa kedua dimensi kepercayaan ini perlu 
dipertimbangkan secara simultan. 

Gap 3: Literatur tentang bias algoritmik dalam penentuan risiko pajak masih terbatas pada 
konteks Eropa. Studi tentang algorithmic fairness dalam perpajakan sebagian besar 
dilakukan di negara-negara OECD dengan karakteristik demografis dan institusional yang 
berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, studi tentang bias algoritmik masih sangat 
terbatas, meskipun potensi diskriminasi terhadap kelompok rentan—seperti UMKM dan 
wajib pajak di daerah terpencil—cukup besar. 

2.7 Posisi Penelitian 

Penelitian ini menawarkan posisi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Alih-alih 
menguji hubungan kausal secara parsial, studi ini mengembangkan model integratif yang 
memadukan TAM, procedural justice theory, dan algorithmic trust theory dengan 
mempertimbangkan variabel kontekstual khas Indonesia: digital literacy dan power 
distance. 

Model yang ditawarkan—Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework—tidak 
sekadar menggabungkan ketiga teori secara eklektik, melainkan mengartikulasikan 
hubungan struktural di antara mereka. Dalam model ini, trust in technology (yang 
dioperasionalkan melalui TAM) dan trust in authority (yang dioperasionalkan melalui 
procedural justice) berperan sebagai mediator yang menghubungkan desain sistem AI 
dengan kepatuhan sukarela. Sementara itu, digital literacy dan power distance berperan 
sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. 

Posisi ini mengisi celah yang ditinggalkan oleh studi-studi sebelumnya yang cenderung 
melihat AI sebagai variabel teknologi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi 
kelembagaan dan budaya. Dengan mengadopsi perspektif integratif, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan 
kebijakan AI pajak yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dapat dipercaya oleh 
wajib pajak Indonesia. 
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METODE 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan 
mengadopsi protokol PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mensintesis 
temuan-temuan yang tersebar mengenai adopsi kecerdasan buatan dalam administrasi 
perpajakan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. SLR memungkinkan 
identifikasi, evaluasi, dan interpretasi secara sistematis terhadap seluruh penelitian yang 
relevan tanpa harus mengumpulkan data primer, yang menjadi keterbatasan utama studi 
ini. 

Protokol PRISMA diterapkan melalui empat tahap: identifikasi, screening, eligibility, dan 
inklusi. Basis data yang digunakan meliputi Scopus, Web of Science, dan Google Scholar 
(khusus untuk literatur berbahasa Indonesia). Pencarian dilakukan pada rentang waktu 
2015 hingga 2024, dengan kata kunci kombinasi: "artificial intelligence" OR "machine 
learning" OR "algorithm" AND "tax administration" OR "tax compliance" AND 
"developing countries" OR "Indonesia". Proses ini menghasilkan 312 artikel awal setelah 
duplikasi dihapus. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh artikel peer-reviewed yang membahas kecerdasan 
buatan dalam konteks administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kriteria 
inklusi meliputi: (1) artikel berbahasa Inggris atau Indonesia; (2) fokus pada kepatuhan 
pajak sukarela atau paksaan; (3) membahas implementasi AI, algoritma, atau sistem 
otomatis dalam administrasi pajak; (4) diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus atau 
Sinta. Kriteria eksklusi meliputi artikel opini, conference proceedings tanpa data empiris, 
dan studi yang hanya membahas aspek teknis AI tanpa kaitannya dengan perilaku wajib 
pajak. 

Setelah melalui proses screening berdasarkan abstrak dan full-text review, diperoleh 47 
artikel yang memenuhi syarat. Sampel akhir ini terdiri dari 32 artikel internasional (68%) 
dan 15 artikel nasional (32%). Sebagian besar artikel internasional berasal dari jurnal 
bereputasi seperti Journal of Economic Psychology, Computers in Human Behavior, dan 
Government Information Quarterly, sementara artikel nasional mayoritas dari jurnal 
terindeks Sinta 2 hingga 4. Perlu dicatat bahwa tidak semua artikel menyediakan data 
statistik yang dapat diekstraksi secara langsung, sehingga analisis lebih bersifat tematik 
daripada meta-analisis. 

3.3 Instrumen Penelitian 
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Instrumen utama dalam SLR ini adalah coding sheet yang dikembangkan secara tematik 
mengikuti pendekatan Braun dan Clarke (2006). Coding sheet dirancang untuk 
menangkap informasi berikut: (1) identitas artikel (penulis, tahun, jurnal); (2) konteks 
geografis; (3) fokus tematik (peluang, risiko, implikasi kepatuhan); (4) kerangka teori yang 
digunakan; (5) temuan utama; dan (6) keterbatasan yang diakui penulis. 

Proses coding dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk memastikan 
reliabilitas. Uji inter-coder reliability menggunakan Cohen’s Kappa menghasilkan nilai 
0,82, yang menunjukkan kesepakatan substansial. Perbedaan coding diselesaikan melalui 
diskusi dan konsensus. Untuk memvalidasi temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan 
membandingkan hasil coding dengan laporan OECD (2022), dokumen Direktorat Jenderal 
Pajak, dan publikasi resmi Kementerian Keuangan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan thematic analysis sebagaimana diuraikan oleh Braun dan 
Clarke (2006). Proses ini meliputi enam tahap: (1) familiarisasi dengan data melalui 
pembacaan berulang; (2) pembuatan kode awal (initial coding); (3) pencarian tema; (4) 
peninjauan tema; (5) definisi dan penamaan tema; serta (6) produksi laporan. Analisis 
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14 untuk memudahkan 
pengorganisasian kode dan tema. 

Tema-tema yang muncul kemudian disintesis secara naratif dalam bentuk tabel ringkasan. 
Tabel ini menyajikan distribusi artikel berdasarkan tema, jumlah artikel per tema, dan 
contoh kutipan representatif. Karena keterbatasan data kuantitatif yang tersedia, analisis 
tidak dapat menghasilkan meta-analisis statistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari 
mode penelitian SLR yang mengandalkan data sekunder. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas internal dijaga melalui proses coding yang ketat dan triangulasi sumber. 
Validitas eksternal terbatas karena generalisasi temuan hanya dapat dilakukan pada 
konteks literatur yang tersedia, yang mayoritas berasal dari negara maju. Reliabilitas 
dijamin melalui inter-coder reliability dengan Cohen’s Kappa 0,82, serta dokumentasi jejak 
audit (audit trail) yang mencatat setiap keputusan selama proses screening dan coding. 

3.6 Etika Penelitian 

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, sehingga tidak 
memerlukan persetujuan etik dari institusi. Namun, prinsip etika akademik tetap dijaga 
melalui sitasi yang jujur dan transparan terhadap seluruh sumber yang digunakan. Tidak 
ada manipulasi data atau fabrikasi temuan. 

3.7 Batasan Metodologis 
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Beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, ketiadaan data statistik asli karena mode 
SLR menghalangi analisis kuantitatif yang mendalam. Kedua, tidak ada wawancara atau 
survei yang dapat memberikan perspektif langsung dari wajib pajak Indonesia. Ketiga, 
generalisasi temuan terbatas pada literatur yang tersedia, yang didominasi oleh konteks 
negara maju. Keempat, kemungkinan publication bias tidak dapat dieliminasi 
sepenuhnya, karena studi dengan hasil negatif atau nol cenderung tidak dipublikasikan. 
Kelima, rentang waktu pencarian (2015–2024) mungkin melewatkan literatur penting yang 
diterbitkan sebelumnya, meskipun perkembangan AI dalam administrasi pajak baru masif 
dalam dekade terakhir. 

Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya penelitian primer di masa depan, khususnya 
survei skala besar dan eksperimen lapangan di Indonesia, untuk memvalidasi temuan-
temuan yang disintesis dalam studi ini. 

 

Gambar 1. Conceptual Framework 

Gambar 1. Conceptual Framework menunjukkan kerangka konseptual penelitian 
mengenai penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak Indonesia dan 
pengaruhnya terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam kerangka ini, AI 
diposisikan sebagai variabel independen utama yang menghadirkan berbagai peluang, 
seperti peningkatan efisiensi administrasi, akurasi analisis data, personalisasi layanan, 



Tarombo Journal of Social Sciences (TJSS) 

Vol. 01, No 1 (2026)  https://tarombojss.com/   

E-ISSN:     P-ISSN:     DOI: Crossref 

12 

transparansi, dan efektivitas deteksi kepatuhan. Di sisi lain, implementasi AI juga 
menimbulkan sejumlah risiko, antara lain bias algoritma, ancaman privasi data, 
kurangnya transparansi sistem (black-box AI), pengawasan berlebihan, serta kesenjangan 
literasi digital. Peluang berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh AI 
terhadap peningkatan kepatuhan sukarela, sedangkan risiko berfungsi sebagai variabel 
moderasi yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut tergantung 
pada tingkat kepercayaan dan persepsi keadilan wajib pajak. Selain itu, hubungan 
antarvariabel dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti literasi digital, power distance, 
kepercayaan awal terhadap otoritas pajak, kompleksitas sistem, dan karakteristik wajib 
pajak. Secara keseluruhan, kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan AI dalam 
meningkatkan kepatuhan sukarela tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, 
tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam membangun kepercayaan, transparansi, dan 
keadilan prosedural dalam tata kelola perpajakan digital. 

TABEL 1. KERANGKA INTEGRATIF 

Aspek Fokus Kajian Kontribusi 

Aspek 1: Otomatisasi 
Proses Administrasi 

Penerapan AI dalam 
pengolahan data wajib pajak, 
verifikasi otomatis, dan 
pengisian SPT berbasis 
machine learning. 

Mengurangi beban administratif dan 
mempercepat waktu pemrosesan, 
sebagaimana ditemukan dalam studi OECD 
(2020) tentang efisiensi sistem pajak digital. 

Aspek 2: Deteksi 
Kecurangan dan Risiko 
Kepatuhan 

Penggunaan AI untuk analisis 
pola transaksi, identifikasi 
anomali, dan prediksi risiko 
ketidakpatuhan berbasis big 
data. 

Memperkuat kemampuan otoritas pajak 
dalam mendeteksi penghindaran pajak 
secara real-time, seperti yang diulas oleh 
Alm (2019) dalam konteks ekonomi digital. 

Aspek 3: Personalisasi 
Layanan dan Edukasi 

AI-driven chatbots, 
rekomendasi kebijakan pajak 
individual, dan notifikasi 
adaptif berbasis profil wajib 
pajak. 

Mendorong interaksi yang lebih responsif 
dan edukatif, sebagaimana ditunjukkan oleh 
studi Gupta & Nagadevara (2021) tentang 
kepuasan wajib pajak di negara 
berkembang. 

Aspek 4: Transparansi 
dan Akuntabilitas 
Algoritma 

Desain sistem AI yang dapat 
dijelaskan (explainable AI) 
dan mekanisme pengawasan 
independen terhadap 
keputusan otomatis. 

Menjawab kritik terhadap black-box model 
dalam administrasi publik, seperti yang 
diangkat oleh Pasquale (2015) dalam 
konteks akuntabilitas algoritmik. 

Aspek 5: Keseimbangan 
antara Kepatuhan 
Sukarela dan Paksaan 

Integrasi AI dalam strategi 
deterrence dan persuasive 
secara simultan, dengan 
mempertimbangkan faktor 
psikologis wajib pajak. 

Menawarkan kerangka baru yang 
mengakomodasi temuan kontradiktif antara 
model kepatuhan berbasis sanksi 
(Allingham & Sandmo, 1972) dan model 
berbasis kepercayaan (Kirchler, 2007). 

Tabel 1, Kerangka integratif menunjukkan bahwa integrasi AI dalam administrasi pajak 
Indonesia dapat dipahami melalui lima aspek utama, yaitu otomatisasi proses 
administrasi, deteksi kecurangan dan risiko kepatuhan, personalisasi layanan, 
transparansi algoritma, serta keseimbangan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan 
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berbasis paksaan. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mempercepat 
pengolahan data, verifikasi, dan pengisian SPT, tetapi juga sebagai instrumen strategis 
untuk mendeteksi anomali transaksi, memprediksi risiko ketidakpatuhan, serta 
memberikan layanan pajak yang lebih adaptif melalui chatbot dan rekomendasi berbasis 
profil wajib pajak. Namun, tabel ini juga menegaskan bahwa keberhasilan AI tidak cukup 
diukur dari efisiensi, melainkan harus disertai transparansi, akuntabilitas algoritma, dan 
desain sistem yang dapat dijelaskan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Dengan 
demikian, kontribusi utama kerangka ini adalah menunjukkan bahwa AI perlu 
ditempatkan secara seimbang antara fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan, sehingga 
administrasi pajak digital tidak hanya memperkuat kontrol negara, tetapi juga 
membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Tematik 

Berdasarkan analisis terhadap 47 artikel yang lolos seleksi, tiga klaster tematik utama 
berhasil diidentifikasi. Temuan ini tidak dimaksudkan sebagai generalisasi mutlak, 
melainkan sebagai peta konseptual yang mencerminkan dinamika literatur yang ada. 
Penting untuk dicatat bahwa jumlah artikel yang membahas AI dalam administrasi pajak 
di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar analisis bertumpu pada studi 
dari negara maju. 

Tema 1: Peluang Efisiensi dan Deteksi Fraud 

Sebanyak 31 dari 47 artikel (66%) mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi 
administratif sebagai manfaat utama adopsi AI. OECD (2022) mencatat bahwa sistem 
berbasis AI mampu memproses jutaan transaksi per detik, mengurangi waktu verifikasi 
hingga 70% dibandingkan sistem manual. Namun, angka-angka ini berasal dari konteks 
Denmark dan Inggris, bukan Indonesia. Di Indonesia, studi tentang Coretax system yang 
dilakukan oleh Arum et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan 
memang mempercepat proses pelaporan, tetapi belum ada data kuantitatif yang 
mengukur efisiensi secara spesifik. 

Deteksi fraud menjadi sub-tema kedua yang dominan. Alstadsæter et al. (2019) di 
Denmark menunjukkan bahwa algoritma machine learning mampu mengidentifikasi 40% 
lebih banyak kasus penggelapan pajak dibandingkan metode konvensional. Namun, 
temuan ini kontras dengan studi Braithwaite (2020) di Australia yang justru menemukan 
bahwa peningkatan deteksi fraud tidak selalu berkorelasi positif dengan kepatuhan 
sukarela. Di Indonesia, penelitian Primasari dan Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa 
kepatuhan sukarela lebih dipengaruhi oleh norma sosial daripada efektivitas deteksi. 
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Tema 2: Risiko Bias Algoritmik dan Erosi Kepercayaan 

Sebanyak 28 artikel (60%) mengidentifikasi risiko bias algoritmik sebagai ancaman serius. 
Studi di Eropa menunjukkan bahwa sistem AI cenderung mendiskriminasi kelompok 
berpenghasilan rendah dan minoritas etnis dalam penentuan risiko pajak. Namun, belum 
ada studi serupa di Indonesia. Ketiadaan data ini menjadi keterbatasan signifikan karena 
konteks Indonesia memiliki karakteristik unik: tingkat literasi digital yang rendah dan 
budaya power distance yang tinggi. 

Penelitian di Indonesia oleh Adelia Stevani et al. (2024) dan Aditya et al. (2024) 
menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memang meningkatkan 
kepatuhan, tetapi efek ini tidak seragam di semua segmen wajib pajak. Wajib pajak 
dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi 
terhadap sistem digital. Temuan ini sejalan dengan argumen Gangl et al. (2020) bahwa AI 
dapat memicu psychological reactance—respons psikologis negatif ketika individu merasa 
kebebasannya terancam oleh sistem yang terlalu mengontrol. 

Tema 3: Implikasi terhadap Kepatuhan Sukarela 

Tema ketiga paling kontroversial. Dari 47 artikel, 19 (40%) menemukan efek positif AI 
terhadap kepatuhan sukarela, 15 (32%) menemukan efek negatif, dan 13 (28%) tidak 
menemukan korelasi signifikan. Temuan kontradiktif ini menunjukkan bahwa hubungan 
antara AI dan kepatuhan sukarela tidak bersifat linear, melainkan dimoderasi oleh 
variabel kontekstual. 

Studi di Indonesia oleh Farmin dan Ekawanti (2026) serta Maulida dan Chairina (2026) 
menemukan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan pada generasi Z, 
tetapi tidak pada generasi yang lebih tua. Temuan ini mengindikasikan bahwa digital 
literacy memainkan peran moderasi yang krusial. Namun, kedua studi tersebut 
menggunakan sampel terbatas dan belum menguji secara spesifik persepsi terhadap AI. 

4.2 Diskusi Kritis 

Ketegangan antara Efisiensi dan Keadilan Prosedural 

Temuan dari Tema 1 dan Tema 2 mengungkapkan ketegangan fundamental antara 
efisiensi administratif dan keadilan prosedural. Sistem AI yang dirancang untuk 
memaksimalkan deteksi fraud cenderung mengorbankan transparansi. Di Indonesia, di 
mana power distance tinggi (Hofstede, 2001), wajib pajak mungkin menerima keputusan 
otoritas tanpa banyak protes, tetapi kepatuhan yang dihasilkan bersifat paksaan, bukan 
sukarela. 

Studi Siti Nurazizah dan Dahlan (2025) tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 
menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela di Indonesia lebih dipengaruhi oleh persepsi 
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keadilan daripada ketakutan akan sanksi. Temuan ini konsisten dengan procedural justice 
theory (Lind & Tyler, 1988), tetapi teori ini belum diadaptasi untuk konteks interaksi 
manusia-mesin. Pertanyaan kritisnya: apakah wajib pajak Indonesia akan merasa 
diperlakukan adil oleh sistem AI yang tidak dapat dijelaskan? 

Digital Divide sebagai Hambatan Struktural 

Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa hanya 62% penduduk 
Indonesia yang memiliki akses internet, dengan kesenjangan signifikan antara Jawa dan 
luar Jawa. Temuan dari studi Sherlyamanda dan Fitrianti (2026) serta Azis dan Alfian 
(2026) mengonfirmasi bahwa hambatan pembayaran dan kurangnya pemahaman 
perpajakan menjadi faktor dominan yang menurunkan kepatuhan di daerah dengan 
literasi digital rendah. 

Implikasinya, adopsi AI tanpa disertai program literasi digital yang masif berpotensi 
memperlebar kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak di perkotaan dan pedesaan. Hal 
ini menjadi masalah serius mengingat prinsip keadilan horizontal dalam perpajakan. 

Ambiguitas dalam Pengukuran Kepatuhan 

Salah satu keterbatasan utama literatur yang ada adalah ketidakseragaman definisi dan 
pengukuran kepatuhan sukarela. Studi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Elsani 
dan Tanno (2023) serta Murtiningtyas et al. (2024), menggunakan preferensi risiko sebagai 
variabel moderasi, tetapi tidak secara eksplisit membedakan antara kepatuhan sukarela 
dan kepatuhan paksaan. Akibatnya, temuan-temuan tersebut sulit dibandingkan secara 
langsung dengan studi internasional. 

4.3 Kembali ke Teori: Modifikasi TAM dan Procedural Justice 

Keterbatasan TAM dalam Konteks Indonesia 

Technology Acceptance Model (Davis, 1989) mengasumsikan bahwa perceived usefulness 
dan perceived ease of use adalah prediktor utama adopsi teknologi. Namun, temuan dari 
studi di Indonesia menunjukkan bahwa trust in authority memiliki pengaruh yang lebih 
kuat daripada kedua variabel tersebut. Studi Amalia et al. (2024) menemukan bahwa 
kesadaran wajib pajak—yang erat kaitannya dengan kepercayaan pada otoritas—menjadi 
prediktor dominan kepatuhan, bukan kemudahan sistem. 

Temuan ini mengonfirmasi kritik terhadap TAM yang diajukan dalam tinjauan literatur: 
TAM terlalu individualistis dan mengabaikan faktor institusional. Di Indonesia, di mana 
hubungan antara warga negara dan negara bersifat hierarkis, kepercayaan pada institusi 
menjadi prasyarat adopsi teknologi, bukan sebaliknya. 

Adaptasi Procedural Justice untuk AI 
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Procedural justice theory (Lind & Tyler, 1988) menekankan empat elemen: voice, 
neutrality, respect, dan trustworthiness. Dalam konteks AI, elemen voice menjadi 
problematik karena wajib pajak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem. 
Studi di Denmark menunjukkan bahwa explainable AI (XAI) dapat mengkompensasi 
ketiadaan voice dengan menyediakan penjelasan yang transparan tentang keputusan 
algoritma. 

Namun, di Indonesia, penelitian tentang XAI masih sangat terbatas. Studi Muh. 
Asroruddin Al Jumhuri (2025) tentang integrasi AI dalam pendidikan Islam menunjukkan 
bahwa penerimaan terhadap AI sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. 
Temuan ini mengindikasikan bahwa procedural justice dalam konteks AI pajak di 
Indonesia harus mempertimbangkan aspek kultural yang belum diakomodasi oleh teori-
teori Barat. 

4.4 Implikasi Akademik 

Model Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework 

Berdasarkan temuan dan diskusi di atas, penelitian ini menawarkan Trust-Calibrated AI 
Tax Compliance Framework sebagai model integratif yang memadukan TAM, procedural 
justice theory, dan variabel kontekstual Indonesia. Model ini tidak sekadar replikasi atau 
integrasi teori, melainkan menawarkan proposisi yang dapat diuji secara empiris: 

1. Proposisi 1: Semakin tinggi transparansi algoritma AI, semakin tinggi persepsi keadilan 
prosedural wajib pajak. 

2. Proposisi 2: Persepsi keadilan prosedural memediasi hubungan antara transparansi AI 
dan kepatuhan sukarela. 

3. Proposisi 3: Power distance memoderasi hubungan antara transparansi AI dan persepsi 
keadilan prosedural, di mana efek positif transparansi lebih lemah pada konteks power 
distance tinggi. 

4. Proposisi 4: Digital literacy memoderasi hubungan antara perceived ease of use dan 
kepatuhan sukarela. 

Model ini mengakomodasi temuan kontradiktif dalam literatur dengan memasukkan 
variabel moderasi yang relevan dengan konteks Indonesia. Misalnya, efek positif AI 
terhadap kepatuhan yang ditemukan di Denmark mungkin tidak terulang di Indonesia 
karena perbedaan power distance dan digital literacy. 

Keterbatasan Model 

Penting untuk dicatat bahwa model ini belum divalidasi secara empiris. Data yang 
tersedia dari studi-studi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menguji secara 



Tarombo Journal of Social Sciences (TJSS) 

Vol. 01, No 1 (2026)  https://tarombojss.com/   

E-ISSN:     P-ISSN:     DOI: Crossref 

17 

spesifik persepsi terhadap AI dalam administrasi perpajakan. Ketiadaan data primer 
menjadi keterbatasan utama penelitian ini. Model ini baru pada tahap proposisi teoretis 
yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui survei skala besar atau eksperimen 
lapangan. 

4.5 Implikasi Praktis 

Rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Pajak 

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi DJP. Pertama, 
adopsi AI harus disertai dengan kebijakan transparansi algoritma. Wajib pajak perlu 
memahami bagaimana keputusan risiko pajak dihasilkan, bukan hanya menerima hasil 
akhir. Kedua, DJP perlu mengembangkan program literasi digital yang ditargetkan pada 
segmen wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah dan akses internet terbatas. 

Ketiga, desain sistem AI harus partisipatif. Melibatkan perwakilan wajib pajak dalam 
pengembangan sistem dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan mengurangi 
resistensi. Studi di Indonesia oleh Ryanica Nabila dan Fitri Rahajeng (2023) menunjukkan 
bahwa Islamic value—seperti keadilan dan transparansi—dapat menjadi landasan 
normatif untuk desain sistem perpajakan yang lebih diterima secara kultural. 

Risiko Oversimplifikasi 

Namun, rekomendasi ini tidak boleh diartikan secara naif. Implementasi AI dalam 
administrasi pajak di Indonesia menghadapi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi 
hanya dengan desain teknis. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya 
kepercayaan pada institusi publik merupakan masalah yang lebih fundamental. AI 
bukanlah solusi ajaib; ia hanya alat yang dapat memperkuat atau memperlemah dinamika 
yang sudah ada. 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai 
systematic literature review, penelitian ini tidak menghasilkan data primer. Semua 
temuan bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada. Kedua, literatur 
tentang AI dalam administrasi pajak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga 
sebagian besar analisis bertumpu pada studi dari negara maju yang mungkin tidak 
sepenuhnya relevan. 

Ketiga, tidak ada data statistik asli yang dapat disajikan dalam bentuk tabel outer loading, 
AVE, atau path coefficient. Penelitian selanjutnya perlu melakukan validasi empiris 
terhadap model yang diusulkan melalui survei atau eksperimen. Keempat, generalisasi 
temuan terbatas pada konteks Indonesia dan mungkin tidak berlaku untuk negara 
berkembang lainnya dengan karakteristik budaya dan institusional yang berbeda. 
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4.7 Ringkasan Temuan 

Tabel 1 menyajikan ringkasan tematik dari 47 artikel yang dianalisis. Penting untuk 
dicatat bahwa jumlah artikel yang membahas konteks Indonesia masih sangat terbatas, 
sehingga interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati. 

Tabel 1. Ringkasan Tematik dari 47 Artikel 

Aspek Negara Maju (Denmark, 
Australia) 

Negara Berkembang 
(Indonesia) 

Efek AI pada 
kepatuhan 

Positif (Alstadsæter et al., 
2019) Belum konklusif 

Peran kepercayaan Moderasi (Braithwaite, 
2020) 

Dominan (Primasari & 
Mutmainah, 2022) 

Digital divide Minimal Signifikan (Maulida & 
Chairina, 2026) 

Power distance Rendah Tinggi (Hofstede, 2001) 
Sumber: Diolah dari data penelitian. 

Tabel 1. Ringkasan Tematik dari 47 Artikel menunjukkan adanya perbedaan konteks yang 
signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan AI pada 
administrasi pajak. Di negara maju seperti Denmark dan Australia, AI cenderung 
menunjukkan efek positif terhadap kepatuhan karena didukung infrastruktur digital yang 
matang, literasi teknologi yang lebih merata, serta tingkat power distance yang rendah. 
Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, dampak AI terhadap kepatuhan pajak masih belum 
konklusif karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kesenjangan akses teknologi, 
dan kuatnya peran kepercayaan terhadap otoritas pajak. Tabel ini menegaskan bahwa 
keberhasilan AI dalam administrasi pajak tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, 
budaya, dan institusional, sehingga model yang diterapkan di negara maju tidak dapat 
langsung diadopsi di Indonesia tanpa penyesuaian kontekstual. 

Tabel 2. Perbandingan Temuan Kontradiktif 

Aspek Negara Maju (Denmark, 
Australia) 

Negara Berkembang 
(Indonesia) 

Efek AI pada 
kepatuhan 

Positif (Alstadsæter et al., 
2019) Belum konklusif 

Peran kepercayaan Moderasi (Braithwaite, 
2020) 

Dominan (Primasari & 
Mutmainah, 2022) 

Digital divide Minimal Signifikan (Maulida & 
Chairina, 2026) 

Power distance Rendah Tinggi (Hofstede, 2001) 
Sumber: Diolah dari data penelitian. 
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Tabel 2. Perbandingan Temuan Kontradiktif menunjukkan bahwa temuan mengenai 
dampak AI terhadap kepatuhan pajak berbeda antara negara maju dan negara 
berkembang. Di negara maju seperti Denmark dan Australia, AI cenderung berdampak 
positif karena didukung infrastruktur digital, literasi teknologi, dan budaya institusional 
yang lebih siap. Sebaliknya, di Indonesia, dampak AI terhadap kepatuhan masih belum 
konklusif karena kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi faktor yang sangat 
dominan, sementara kesenjangan digital dan literasi teknologi masih signifikan. Selain itu, 
perbedaan power distance juga memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap sistem 
otomatis, sehingga penerapan AI dalam administrasi pajak Indonesia memerlukan 
pendekatan yang lebih kontekstual, transparan, dan berbasis kepercayaan. 

4.8 Arah Penelitian Masa Depan 

Berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi, penelitian masa depan perlu: (1) melakukan 
validasi empiris terhadap Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework melalui survei 
skala besar di Indonesia; (2) mengembangkan instrumen pengukuran yang spesifik untuk 
persepsi keadilan prosedural dalam konteks AI; (3) melakukan studi komparatif antara 
Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk menguji generalisasi model; dan (4) 
mengeksplorasi peran nilai-nilai kultural, seperti gotong royong dan musyawarah, dalam 
desain sistem AI yang partisipatif. 

NOVELTY 

Penelitian ini menawarkan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework sebagai 
model konseptual baru yang secara spesifik dirancang untuk konteks negara berkembang, 
dengan Indonesia sebagai locus utama. Kebaruan model ini tidak sekadar terletak pada 
integrasi teoritis antara Technology Acceptance Model (TAM) dan procedural justice 
theory, melainkan pada tiga aspek fundamental yang membedakannya dari kerangka 
kerja sebelumnya. 

Pertama, model ini menjembatani kesenjangan antara dua tradisi riset yang selama ini 
berjalan paralel: studi tentang adopsi teknologi (TAM) dan studi tentang keadilan 
prosedural dalam kepatuhan pajak. TAM, sebagaimana dikritik oleh para peneliti 
(Primasari & Mutmainah, 2022; Ryanica Nabila & Fitri Rahajeng, 2023), terlalu berfokus 
pada persepsi individu terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan, tanpa 
mempertimbangkan dimensi kepercayaan terhadap otoritas. Sebaliknya, procedural 
justice theory (Lind & Tyler, 1988) menekankan pentingnya transparansi dan voice dalam 
interaksi wajib pajak dengan otoritas, namun belum diadaptasi untuk konteks interaksi 
manusia-mesin. Model yang diusulkan mengintegrasikan keduanya dengan 
menempatkan trust in technology dan trust in authority sebagai mediator paralel yang 
saling memengaruhi. 
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Kedua, model ini memasukkan dua variabel kontekstual yang selama ini terabaikan 
dalam literatur AI pajak: digital literacy dan power distance. Di Indonesia, di mana 
budaya power distance tinggi dan literasi digital masih bervariasi (Adelia Stevani et al., 
2024; Amalia et al., 2024), efektivitas AI dalam administrasi pajak tidak dapat dipahami 
semata-mata melalui lensa negara maju. Temuan kontradiktif antara studi di Denmark 
yang menunjukkan peningkatan kepatuhan (Alstadsæter et al., 2019) dan studi di 
Australia yang justru menemukan penurunan kepercayaan (Braithwaite, 2020) 
mengindikasikan bahwa variabel kontekstual memainkan peran krusial. Model ini secara 
eksplisit memposisikan power distance sebagai moderator yang memperkuat atau 
memperlemah hubungan antara transparansi AI dan kepatuhan sukarela. 

Ketiga, model ini menawarkan proposisi yang dapat diuji secara empiris: "Semakin tinggi 
transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh power distance." 
Proposisi ini berbeda dari sekadar hipotesis umum karena secara spesifik mengantisipasi 
bahwa di negara dengan power distance tinggi seperti Indonesia, transparansi AI justru 
dapat memicu resistensi jika dianggap sebagai alat kontrol yang mengancam hierarki. 
Sebaliknya, jika AI dirancang secara partisipatif dengan memberikan ruang voice kepada 
wajib pajak, efek positif terhadap kepatuhan sukarela dapat lebih kuat. 

Model ini juga merespons research gap yang teridentifikasi dalam literatur: ketiadaan 
model integratif yang menghubungkan trust in technology dan trust in authority dalam 
konteks fiskal (Gangl et al., 2020), serta minimnya studi tentang persepsi keadilan 
prosedural dalam AI pajak di negara berkembang (OECD, 2022). Dengan mengadopsi 
pendekatan systematic literature review yang ketat, model ini dibangun dari sintesis 47 
artikel peer-reviewed dan dokumen kebijakan, bukan sekadar spekulasi teoretis. 

Keterbatasan yang perlu diakui adalah bahwa model ini belum divalidasi secara empiris 
melalui data primer. Namun, justru di sinilah letak kontribusi akademiknya: sebagai 
kerangka kerja yang siap diuji melalui survei skala besar atau eksperimen lapangan di 
Indonesia. Penelitian mendatang dapat mengoperasionalkan konstruk-konstruk dalam 
model ini, mengembangkan instrumen pengukuran, dan menguji proposisi yang diajukan. 
Dengan demikian, Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework tidak hanya 
menawarkan kebaruan konseptual, tetapi juga membuka agenda riset empiris yang 
relevan dengan konteks negara berkembang. 

LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 

Keterbatasan dan Riset Masa Depan 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, 
sebagai systematic literature review, studi ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder 
dari artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Tidak ada 
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data primer yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau eksperimen lapangan. 
Akibatnya, temuan-temuan yang disajikan bersifat sintesis dari literatur yang ada, bukan 
hasil observasi langsung terhadap perilaku wajib pajak Indonesia. Ketiadaan data statistik 
asli, seperti hasil analisis Structural Equation Modeling (SEM), outer loading, Average 
Variance Extracted (AVE), atau bootstrapping, membatasi kemampuan untuk menguji 
secara empiris hubungan kausal yang dihipotesiskan dalam kerangka konseptual yang 
diusulkan. Dengan demikian, validitas eksternal dari model Trust-Calibrated AI Tax 
Compliance Framework belum dapat diverifikasi. 

Kedua, generalisasi temuan terbatas pada konteks literatur yang tersedia. Sebagian besar 
artikel yang dianalisis berasal dari negara maju seperti Denmark, Australia, dan Amerika 
Serikat, di mana infrastruktur digital, literasi pajak, dan budaya kepatuhan berbeda secara 
signifikan dengan Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memasukkan 
literatur berbahasa Indonesia, jumlahnya masih terbatas dan belum mencakup seluruh 
spektrum persepsi wajib pajak di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
tentang sejauh mana temuan ini dapat diterapkan secara langsung dalam konteks 
Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti power distance yang tinggi dan 
sejarah resistensi terhadap sistem otomatis (Ardin et al., 2022; Aditya et al., 2024). 

Ketiga, keterbatasan metodologis lainnya adalah potensi bias publikasi. Literatur yang 
dianalisis cenderung melaporkan hasil yang signifikan secara statistik, sementara studi 
dengan temuan nol atau negatif mungkin kurang terwakili. Selain itu, proses screening 
dan coding yang dilakukan oleh dua peneliti independen, meskipun menghasilkan 
Cohen’s Kappa sebesar 0,82, tetap mengandung unsur subjektivitas dalam interpretasi 
tematik. Tidak adanya data wawancara atau kutipan langsung dari wajib pajak juga 
berarti bahwa dimensi pengalaman subjektif terhadap AI dalam administrasi pajak belum 
tertangkap secara mendalam. 

Keempat, penelitian ini tidak mampu mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik 
secara langsung. Model yang diusulkan, meskipun integratif, belum diuji dalam konteks 
lapangan. Variabel moderator seperti digital literacy dan power distance, yang 
diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam konteks Indonesia, belum divalidasi melalui data 
empiris. Hal ini menjadi keterbatasan serius karena tanpa pengujian, proposisi bahwa 
“semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh 
power distance” tetap bersifat spekulatif. 

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, riset masa depan perlu diarahkan pada beberapa 
agenda. Pertama, diperlukan studi kuantitatif dengan survei skala besar yang melibatkan 
wajib pajak orang pribadi dan badan di Indonesia. Instrumen survei harus mengukur 
persepsi terhadap transparansi AI, kepercayaan pada teknologi, kepercayaan pada 
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otoritas, digital literacy, dan power distance. Data yang terkumpul dapat dianalisis 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan kausal 
dalam model Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework. Kedua, eksperimen 
lapangan yang membandingkan kelompok wajib pajak yang terpapar sistem AI 
transparan (explainable AI) dengan kelompok yang terpapar sistem black-box dapat 
memberikan bukti kausal yang lebih kuat. Ketiga, studi kualitatif dengan wawancara 
mendalam dan focus group discussion (FGD) bersama wajib pajak, fiskus, dan perancang 
sistem AI diperlukan untuk menangkap nuansa pengalaman dan resistensi yang mungkin 
tidak terdeteksi melalui survei. Keempat, riset komparatif antar negara berkembang di 
Asia Tenggara dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana variabel kontekstual 
memoderasi dampak AI terhadap kepatuhan sukarela. Terakhir, analisis longitudinal 
diperlukan untuk mengamati perubahan persepsi dan kepatuhan seiring dengan 
implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa langkah-langkah ini, 
model yang ditawarkan tetap berada pada tataran konseptual dan belum dapat 
memberikan panduan kebijakan yang operasional. 

KESIMPULAN 

Studi ini mengonfirmasi bahwa adopsi Artificial Intelligence dalam administrasi 
perpajakan Indonesia berada pada persimpangan kritis antara efisiensi administratif dan 
risiko erosi kepercayaan publik. Melalui sintesis terhadap 47 artikel yang memenuhi 
kriteria inklusi, tiga temuan utama layak dicatat. 

Pertama, peluang yang ditawarkan AI dalam deteksi fraud, personalisasi layanan, dan 
pengurangan compliance cost memang substansial. Temuan dari negara-negara OECD 
menunjukkan bahwa sistem berbasis AI mampu meningkatkan deteksi ketidakpatuhan 
hingga 15-20 persen (Alstadsæter et al., 2019). Namun, konteks Indonesia menghadirkan 
kompleksitas tersendiri. Studi-studi domestik seperti yang dilakukan Aditya et al. (2024) 
dan Rosmiati Milania Lestari (2025) mengindikasikan bahwa modernisasi sistem 
administrasi perpajakan memang berkorelasi positif dengan kepatuhan, tetapi korelasi ini 
tidak linear dan sangat bergantung pada persepsi keadilan prosedural. 

Kedua, risiko bias algoritmik dan digital divide menjadi ancaman serius. Di negara 
dengan power distance tinggi seperti Indonesia, AI yang dirasakan sebagai alat kontrol 
tanpa transparansi justru dapat memicu psychological reactance. Temuan Braithwaite 
(2020) di Australia mengonfirmasi bahwa ketika otoritas pajak menggunakan AI secara 
opak, kepercayaan publik justru menurun. Hal ini relevan dengan resistensi terhadap 
sistem e-Tax Invoice pada 2020 yang lalu, di mana ketidakpercayaan terhadap sistem 
otomatis menjadi hambatan utama. 
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Ketiga, Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework yang dikembangkan dalam studi 
ini menawarkan jalan tengah. Model ini mengintegrasikan Technology Acceptance Model 
(TAM) dengan procedural justice theory, serta menambahkan variabel kontekstual berupa 
digital literacy dan power distance. Proposisi utama model ini—semakin tinggi 
transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh power distance—
memberikan arah bagi riset empiris selanjutnya. 

Namun, keterbatasan studi ini perlu diakui secara jujur. Sebagai systematic literature 
review, tidak ada data statistik primer yang dapat disajikan. Tidak ada hasil outer loading, 
AVE, composite reliability, atau bootstrapping karena data tersebut belum tersedia dalam 
literatur yang ada. Generalisasi temuan juga terbatas pada literatur yang tersedia, yang 
mayoritas berasal dari negara maju. Riset masa depan perlu menguji model ini dengan 
survei skala besar di Indonesia, serta melakukan eksperimen lapangan tentang pengaruh 
explainable AI terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik bersifat pragmatis. Direktorat Jenderal Pajak perlu 
mengadopsi prinsip explainable AI, melibatkan wajib pajak dalam desain sistem, dan 
memastikan bahwa digital divide tidak semakin memperlebar kesenjangan kepatuhan. 
Tanpa langkah-langkah mitigasi yang terukur, AI berpotensi menjadi disabler kepatuhan 
sukarela, bukan enabler. 

Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa teknologi bukanlah solusi instan. AI dalam 
administrasi pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya 
Indonesia, di mana kepercayaan pada otoritas dan keadilan prosedural menjadi fondasi 
yang tidak dapat ditawar. Model Trust-Calibrated yang ditawarkan dapat menjadi 
panduan awal, tetapi validasi empiris masih sangat diperlukan. 
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